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Judul disertasi ini dilandasi oleh latar belakang masalah adanya empat
problema utama, yakni Problematika filosofis, Problematika teoritis, Problematika
Yuridis dan Problematika Sosiologis. Munculnya Problematika filosofis
diperlukannya penerapan Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana di
peradilan umum yang di lakukan oleh anak yang telah ada upaya perdamaian atau
ada kehendak dari kedua pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya secara
damai adalah agar penyelesaian tindak pidana tersebut dapat memberikan rasa
keadilan khususnya demi kepentingan perlindungan hukum bagi anak yang
sedang berhadapan dengan hukum, karena penyelesaian tindak pidana melalui
mekanisme Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara yang mendasari pada
keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum dan
sosial guna membgfjkan keadilan yang tertinggi berlandaskan nilai-nilai Pancasila
dan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dengan
cara menciptakan pemulihan hubungan baik antara pelaku tindak pidana, korban
dan masyarakat sccara seimbng dan proporsional guna menghindari stigma
negatif pelaku tindak pidana, penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan
biaya ringan. Perspektif problematika teoritis penerapan Mediasi Penal
merupakan pemikiran pembaharuan hukum mengingat penerapan hukum pidana
saat ini di rasa sudah tidak relawan lagi mengikuti perkembangan jaman. Dari sisi
Problematika Yuridis Mediasi Penal hingga saat ini terjadi kekosongan norma
hukum serta Mediasi Penal tidak di kenal dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia, namun di sisi lain praktik Mediasi Penal sudah membudaya di
lakukan oleh masyarakat nenek moyang kita sejak dahulu kala, bahkan hingga
saat ini di beberapa daerah melalui hukum adatnya masih memakai pola mediasi
seperti budaya bakar batu di irian jaya, budaya awik-awik di Bali dst. Bahkan di
tahun 2008 Institusi lembaga POLRI telah melakukan sebuah terobosan hukum
dan mengedepankan setiap perkara sedapatnya dapat di selesaikan terlebih dahulu
melalui mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolotion ) Perspektif




problematika sosiologis dalam praktek masih banyak di temui adanya disparitas
putusan Hakim terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Permasalahan yang di kemukakan sebagai berikut: 1) bagaimana
Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang
dilakukan oleh anak dan 2) bagaimana konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian
tindak piffna lalu lintas yang dilakukan oleh anak dimasa yang akan datang?

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif,
yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah atau kajian terhadap
perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang  koherenfgdan untuk
mempertajam analisis permasalahan, dalam penelitian ini glgunakan bahan-bahan
hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 195, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Ufflang Nomor : 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor : 22 Tahun
2009 tentang Lalu lintas dan Jalan (LLAJ), dan Undang-Undang Nomor : 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung
Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor : 06/A/J.A/04/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi, Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum
Berumur 12 (dua belas) Tahun. Surat Kejaksaan Agung Nomor : 15 Tahun 2020
dan surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :169 /DJU/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan
pedoman penerapan keadilan restoratif, bahan hukum sekunder yaitu dari hasil-
hasil penelitian tentang Mediasi Penal berupa literatur dan Internet, Jurnal,
Makalah, Tesis, Disertasi mengenai konsep suatu hukum maupun buku-buku yang
berkaitan dengan Mediasi Penal, serta pendapat para sarjana mengenai
penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Mediasi Penal Disertasi ini
digunakan beberapa teori dan beberapa landasan konsep, yaitu menggunakan
pisau analisis teori keadilan restoratif, teori perlindungan hukum, dan teori
pembaharuan hukum serta teori tujuan hukum

Selanjutnya dalam desertasi ini juga terdapat temuan-temuan yang sangat
penting untuk di ungkap ternyata lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan
lembaga peradilan memiliki semangat yang sama dalam menyelesaikan perkara
tindak pidana anak melalui mekanisme Mediasi Penal antara lain terdapat pada :
Peraturan Kapolri Nomor : 7 Tahun 2008 tentang kewenangan polisi dalam
menyelesaikan masalah melalui upaya damai dan Surat Kapolri Nomor Pol :
B/3022/XI11/ 2009/SEDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus
melalui mekanisme ADR (Alternatif Dispute Resolusion), Peraturan Kapolri
Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindgggpidana
pada Pasal 1 huruf (10) (11) (12) mengatur tentang keadilan restoratif; Telegram
Kabareskrim Polri No. TR/1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
Bagi Kepolisian yang bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
diversi bagi aparatur kepolisian yang isinya menyebutkan bahwa prinsip diversi




yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk
penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal lingkup
kekeluargaan, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun
2020 Tentang Penghentianfffenuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta,
Terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan
Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, Penyelesaian tindak pidana dengan
melandasi keadilan restoratif, pernah dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Yogyakarta, atas putusan Hakim Pengadilan Negeri. Yogyakarta Nomor :
317/Pid.BgO8/PN. YK tanggal 3 Desember 2008, terhadap tindak pidana
penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378
KUHP. Putusan ini membuktikan pada kita semua bahwa keadilan restoratif
dilndonesia sudah tepat saatnya di berlakukan pada tiap lembaga peradilan
umum.

Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang
dilakukan oleh anak, yang telah ada upaya perdamaian atau ada kehendak dari
kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya secara damai agar
penyelesaian tindak pidana yang dapat memberikan rasa keadilan dan
perlindungan hukum kepada para pihak dan masyarakat, secara proporsional dan
seimbang dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum dan soffl serta kaidah-
kaidah kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep Mediasi Penal dalam
penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dimasa yang akan
datang dengan mendasari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
dalam pembaharuan system hukum di Peradilan Pidana Anak dengan
memperhatikan keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan
kepentingan pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan pada tahap penyidikan,
tahap penuntutan dan tahap sebelum persidgpgan, terhadap tindak pidana tindak
pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anakggBadan Legislatif dalam hal ini Dewan
Perwakilan Rakyat agar segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak dengan memasukkan Pasal perkara pidana anak
penyelesaiannyfg melalui mekanisme Mediasi Penal dan segera diundangkannya
dalam bentuk Undang-Undang. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat
dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dilingkungan Peradilan Umum.
Badan Yudikatif dalamgpal ini Mahkamah Agung agar segera mengeluarkan
PERMA terkait perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang
melakukan tindak pidana lalu lintas menggunakan pendekatan Mediasi Penal,
agar dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum bagi para penegak hukum
di lingkungan Peradilan Umum di Indonesia.
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